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Tap MPR No. IV/ MPR/ 2000 tentang Rekomendasi K ebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah,
telah memberikan peluang yang semakin terbuka bagi kemandirian daerah untuk berkreasi secara pro aktif
mengatur rumah tangganya. Pengaturan rumah tangga secara teknis juga diatur dafam PP Nomor 84 tahun
2000 tentang Pedoman perangkat Daerah.

Hasil penataan perangkat daerah Pemda Propinsi. Kabupaten dan Kota yang ada saat ini pasta PP nomor 84
tahun 2000 disinyalir telah menciptakan bentuk-bentuk perangkat daerah yang dari sisi jumlah, besaran unit
organisasi dan bentuknya cenderung membesar dan gemuk. Terkait dengan kecendrungan ketidak efisien
dan efektifitasnya pengorganisasian perangkat daerah yang ada, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 8
tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan revisi terhadap PP nomor 84
tahun 2000. Dalam PP No 8 tahun 2003, penataan diatur perangkat daerah dengan memperhatikan hasil
perhitungan skor yang akan menentukan dan menetapkan kriteria dan bentuk organisasi yang bersangkutan
serta batasan maksimum untuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Sehubungan dengan itu, tentunya
penerapan PP 8/2003 membawa beberapa konsekuensi, oleh karenaitu penulis tertarik untuk melakukan
analisis mengenai kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003 dimaksud.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adal ah; Bagaimana dampak diterapkannya PP 8/2003
terhadap kelembagaan jumlah perangkat daerah yang ada saat ini, dan terhadap kemungkinan munculnya
potensi konflik (Potensi konflik merupakan jumlah unit perangkat daerah yang mengalami
likuidasi/perampingan sebagai akibat diberlakukannya PP nomor 8 tahun 2003 dengan asumsi semua Pemda
dalam penataan organisasinya menerapkan batasan maksimun yang ditetapkan, untuk kabupaten/kota 22
perangkat bereselon 11 dan untuk Propinsi 18 perangkat bereselon 11).

Dari hasil analisis dan pengujian yang penulis lakukan ditemukan bahwa:

- Terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Pemda Propinsi., Pemda Kabupaten dan Pemda
Kota

- Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara variabel potensi konflik dengan jumlah perangkat daerah
suatu pemda. Sementara variabel lainyatidak cukup signifikan mempengaruhi potensi konflik.

- Elatisitas potensi konflik terbesar terjadi pada Pemda K abupaten yang diikuti dengan Pemda K ota dan
Pemda Propinsi.

Dari 30 Pemda Propinsi yang ada,10% mengarah untuk terciptanya konflik yang sangat tinggi, sisanya
86,7% memiliki potensi konflik yang relatif sedang dan 3,3 % lainnya memiliki potensi konflik rendah.
Namun secararata-rata nasional ada 8,8 atau 9 unit perangkat daerah yang harus dirampingkan bila
diterapkan PP nomor 8 tahun 2003 dengan konsisten.
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Dari 88 pemdaKota, 22,7% mengarah munculnya potensi konflik yang sangat tinggi, 76,13% mengarah
pada dimungkinkannya penerapan PP 8/2003, sedangkan sisanya yang lain yaitu 1,13 % lainnyarel atif
potensi konflik sedang. Dengan rata-rata nasional ada 0,4 Unit Perangkat daerah yang akan mengalami
perampingan.

Dari 287 Pemda Kabupaten, 1,4 % mengarah untuk diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003, 71,42°/0
lainnya mengarah pada kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 dengan mengikuti pola maksimum
sementara sisanya yaitu sebesar 27,5 % adalah Pemda K abupaten yang memiliki potensi konflik tinggi yaitu
pemda yang mengalami perampingan sebanyak rata-rata 2,3 unit perangkat daerah.

Terkait dengan hasil temuan tersebut, penulis menyarankan bahwa implementasi PP 8 tahun 2003 perlu
diiakukan dengan hati-hati dan dan dalam jangka pendek tidak semua pemda dapat diberlakukan secara
generalisir dengan menerapkan batasan maksimum.



